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Gl PEMERINTAH K,A,BUPATEN LAMPUNG UTARA
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KEPUTUSAN KEPALA I}INAS PENI}IDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Nomor | 421.5 \tttl 1l-LU / 05 12010

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEMENTARA ITNTUK SEKOLAH SWASTA
DI LINGKT]NGAI{ DINAS PENDIDIKAN

LAMPUNG UTARA

Menimbang a.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Batrwa kewenangan yarrLg wajib dilaksanakan daerah propinsi

Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang

Nomor 22 Tatrun 1999 tentang Pemerintatr Daerah dan sebagaimana

telah diubatr dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2404 yang
meliputi antara lain kewenangan di bidang pendidikan.;

Batrwa dalam pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat Q) huruf Peraturan

Pemerintatran Nomor 25 Tahun 2000. telatr ditetapkan Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional Nomor A*NnA}l tentang pedoman

Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelanggaraan

Persekolalran Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.;

Bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan

satuan pendidikanosesuai ketentuan dan peraturarr perundang-

undangan yang berlaku juga sebagai mitra pemerintah yang

partisipasinya sangat diharapkan untuk memejukan dunia pendidikan.;

Batrwa untuk mengakomodir partisipasi/peran serta dalam masyarakat

dimaksud dalam menyelenggarakan satuan pendidikan agar dapat

terlaksana sebagaimana yang diharapkan serta dapat dipertanggung
jawabkan sesuai peratuqn perundang-undangan yang berlaku,

dipandans perlu ditetaplian dengan Keputusan Kepala Dinas

Pendidikan Kabupaten Lampung Utara tentang Pemberian lzin
Sementara Oprasional untuk Sekolah swasta di lingkungan Dinas
Pendidikan Kabupaten Lampung Utara;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tbntang Sistem Pendidikan
Nasional (Lemberan Negara Republlk Indonesia Tahun 1989 Nomor
6 Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 3390) ; sebagaimana telah

diubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem

Pendidikan Nasional.;

Undang-undang Nomor tahun 32 tatrun 2004 Tentang Pernerintatran

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor M3S);

Mengingat 1.

1
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3.

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidkan
prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990

Nomor 35, Tambahan Lembaran negara nomor 3411);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tatrun 1990 tentang pendidikan

dasar (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubatt

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun l998(Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambalran

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang pendidikan

Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor

37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tatrun

l998(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37 64);

Peraturan Pemerintah Nomor 7}Tafun 1991 tentang Pendidikan Luar

Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomot 94,

Tambatran Lembaran oegara nomor 3460);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tat[rn 1992 tentang Tenaga

Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992

Nomor 6S,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

34S4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

lndonesiaNomor 39 Tahun 2000;

Peraturan Pemerintatr Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serata

Masyarakat Datam Pendidikan Nasiona(Lembaran Negara Republik

Indonesia Tatrun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia nomor 3485);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Prorpinsi Sebagai Daerah Otonomi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2AAS tentang Standar

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 4l Tambahan LembaranNegaraNomor 4496);

Keputuasan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060N12002

Tentang Pedoman Pendirian. ;

\

6.

7.

8.

9.

10.

ll.

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 03 Tahun 2004

Tentang Rancana Sfategis Kabupaten Lampung Utara Tahun 2004'

2008 (Lembaran Daeratr Kabupaten Lampung Utara Tahwr 2004

Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah nomor 11);



Pertarna

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

Keenarn

MEMUTUSKAN

Izin Sementara Operasional Untuk Sekolah Swasta Kepada Yayasan
pada poin I seperti yang tercantum dalam lampiran I (satu) surat
Keputusan ini di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung
Utara.

Kepirda Yayasan Pendidikan dan Sekolah tersebut diwajibkan
mentaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang

berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.

Apabila sekolah tersebut melanggar ketentuan dan perundang-

undangan yang berlakq maka keputusan ini akan dicabut.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Yayasan Pendidikan ybs.

Untuk dapatdilaksanakan dengan sebaik-baiknya

Surat Keputusan ini berlaku surut sejak tahun pertama sekolah tsb.

melaksanakan penerimaan siswa baru.

Jika ternyata dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Kotabumi
Ppda Tanggpl-: J*:# : . 201-0

Kepala Dinas Pendidikan

Tembusan : Kepada Yth.
1. Bapak Bupati Lampung Utara
2. Bapak Ketua DPRD Lampung Utara
3. Ketua Bappeda Lampung Utara
4. Dirjen manajernen Dikdasmen Jakarta

5. Kepala Dinas Pendidikan Prominsi Lampung

6. Ketua Yayasan Pendidikan Ybs.
7. Pertinggal
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